
B U P A T I DOMPU 

PROVINSI NUSA T E N G G A R A B A R A T 

P E R A T U R A N B U P A T I DOMPU 

NOMOR jdl TAHUN 2025 

TENTANG 

P E N Y E L E N G G A R A A N K O P E R A S I D E S A / K E L U R A H A N M E R A H P U T I H 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I DOMPU, 

Menimbang : a . bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakya t yang 

mempunya i kedudukan , potensi, dan peran yang strategis 

da lam meningkatkan perekonomian daerah, menopang 

ke tahanan ekonomi masyarakat , dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat sehingga per lu d ikembangkan 

mela lu i kemudahan , pel indungan, dan pemberdayaan 

koperasi ; 

b. bahwa u n t u k mewujudkan Pembangunan dar i 

desa/ke lurahan u n t u k pemerataan ekonomi sebagai 

perwujudan As ta C i t a keenam, perlu membentuk Koperasi 

Desa/Ke lu rahan Merah Pu t ih mela lu i pendir ian, 

pengembangan, dan rev i ta l isasi koperasi di 

desa / ke lurahan ; 

c. bahwa ketentuan Pasa l 2 ayat (1) Pe ra turan Pemerintah 

Nomor 7 T a h u n 2 0 2 1 tentang Kemudahan , Pel indungan, 

dan Pemberdayaan Koperasi dan U s a h a Kec i l dan 

Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah u n t u k 



memberikam kemudahan , pel indungan dan pemberdayaan 

bagi koperasi ; 

bahwa berdasarkan I n s t r u k s i Presiden Nomor 9 T a h u n 

2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperas i 

Desa/Ke lurahan Merah Put ih , per lu menetapkan 

kebi jakan u n t u k mendorong koperasi dapat be r tumbuh 

dan berkembang dengan baik; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f a, h u r u f b, h u r u f c, dan h u r u f d 

perlu menetapkan Pera turan Bupa t i Dompu tentang 

Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahain Merah Put ih ; 

1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa ka l i d iubah tereikhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

T a h u n 2022 tentang C ip ta Ker ja Menjadi Undang- Undang 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2023 Nomor 

4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6856) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 8 1 T a h u n 2024 tentang 

Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Ba ra t 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2024 Nomor 

267 Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 7018) ; 

4. Pera turan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 

Pera turan Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 113, T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana te lah 

beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Pera turan 

Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2 0 2 1 tentang B a d a n U s a h a 

Mi l ik Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 



J. ^.Vt i.--

2 0 2 1 Nomor 2 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6623) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42 , T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

6. Pera turan Pemerintah Nomor 7 T a h u n 2 0 2 1 tentang 

Kemudahan , Pel indungan dan Pemberdayaan Koperasi 

dan U s a h a Mikro, Keci l dan Menengah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2 0 2 1 Nomor 17, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6619) ; 

7. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 

tentang Pedoman Tekn i s Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 

1781); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I TENTANG P E N Y E L E N G G A R A A N 

K O P E R A S I D E S A / K E L U R A H A N M E R A H PUT IH . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan B u p a t i in i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu. 

2. Pemerintah Daerah adalah B u p a t i dan U n s u r 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pe laksanaan u r u s a n pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupa t i ada lah Bupa t i Dompu; 

4. Perangkat Daerah ada lah perangkat daerah di l ingkungan 

pemerintah Kabupaten Dompu; 

5. Desa a t a u sebutan la innya adalah kesa tuan masyaraka t 

h u k u m yang memi l ik i batas w i layah yang berwenang 

u n t u k mengatur dan mengurus u r u s a n pemer intahan, 

kepentingan masyaraka t setempat berdasarkan p r a k a r s a 

masyarakat , h a k a s a l u s u l , dan/a tau h a k tradis ional yang 



d iaku i dan dihormati da lam sistem pemerintahan Negara 

Kesa tuan Republ ik Indonesia; 

6. Ke lu rahan ada lah bagian w i layah dar i Kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan; 

7. Pemerintah Desa ada lah Kepala Desa a tau yang disebut 

dengan n a m a la in d ibantu perangkat Desa sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahan Desa; 

8. B a d a n Pemusyawaratan Desa ada lah a tau yang disebut 

dengan n a m a la in ada lah lembaga yang me l aksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wak i l 

dar i penduduk Desa berdasarkan keterwaki lan w i layah 

dan ditetapkan secara demokrat is; 

9. Koperasi Desa/Ke lurahan Merah Put ih yang se lan jutnya 

disebut Koperasi ada lah Koperasi yang beranggotakan 

warga yang berdomisil i d i Desa a tau K e l u r a h a n yang s a m a 

dan d ibukt ikan dengan k a r t u tanda penduduk; 

10. Pendiri ada lah orang-orang a tau beberapa Koperasi yang 

memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan dir i 

menjadi anggota serta hadir da lam rapat pendir ian 

Koperasi ; 

1 1 . P e n g u r u s a d a l a h anggota K o p e r a s i y a n g d i a n g k a t d a n 

d i p i l i h d a l a m r a p a t anggota u n t u k m e n g u r u s 

o r g a n i s a s i d a n u s a h a K o p e r a s i ; 

12. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan 

dipi l ih da lam rapat anggota u n t u k mengawasi pe laksanaan 

keb i jaksanaan dan pengelolaan Koperasi ; 

IS .Pengelo la ada lah anggota Koperasi dan/a tau p ihak ketiga 

yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang u n t u k 

mengelola u s a h a Koperasi ; 

14. Pemberdayaan adalah upaya yang d i l akukan Pemerintah 

Daerah, dun ia u s a h a , dan masyaraka t secara sinergis 

dalam bentuk penumbuhan ik l im dan pengembangan 

u s a h a terhadap koperasi sehingga m a m p u tumbuh dan 

berkembang menjadi u s a h a yang tangguh dan mandir i ; 

15. Pel indungan adalah upaya menjaga dan mel indungi 

koperasi dar i ha l -ha l yang berpotensi menghambat dan 

merugikan per tumbuhan dan perkembangan koperasi ; 



Pasa l 2 

Maksud dan tu juan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi 

dalam Peraturan Bupa t i in i un tuk : 

a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperas i d i 

Daerah; 

b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi 

u n t u k pemerataan ekonomi; dan 

c. memajukan perekonomian Daerah . 

Pasa l 3 

Ruang l ingkup Pera turan Bupa t i in i mel iputi : 

a . kewenangan Pemerintah Daerah; 

b. Pemberdayaan Koperasi ; 

c. sa tuan tugas; 

d. Pel indungan Koperasi ; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 

f. pembinaan dan pengawasan; dan 

g. pendanaan. 

B A B 11 

K E W E N A N G A N P E M E R I N T A H D A E R A H 

Pasa l 4 

Da lam Pe laksanaan kemudahan , Pel indungan, dan 

Pemberdayaan dan Pel indungan Koperasi , Pemer intah Daerah 

berwenang: 

a. berkoordinasi dengan dan / a tau kementer ian yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan d i bidang 

koperasi da lam ha l pe laksanaan teknis pembentukan dan 

pengelolaan Koperasi ; 

b. menugaskan Perangkat Daerah yang me l aksanakan 

u r u s a n pemerintahan di bidang koperasi u n t u k 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait da lam 

pembentukan Koperasi mela lu i pendir ian, 

pengembangan, a t au revi ta l isasi ; 

c. menugaskan Perangkat Daerah yang me l aksanakan 

u r u s a n pemerintahan d i bidang Pemberdayaan 



masyarakat desa u n t u k berkoordinasi dengan Perangkat 

Daerah yang me laksanakan u r u s a n pemer intahan d i 

bidang koperasi , da lam pemberiem fasi l i tasi dan 

pendampingan kepada Pemerintah Desa dan B a d a n 

Pemusyawaratan Desa bersama u n s u r masyaraka t dengan 

mel ibatkan Perangkat Daerah terkait u n t u k 

menyelenggarakan musyawarah desa da lam menentukan 

model pembentukan Koperasi ; 

d. menye laraskan serta mencan tumkan program kegiatan 

dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada 

dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah ; 

e. menyediakan anggaran yang d iper lukan da lam 

pembentukan Koperas i sesua i dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, t e rmasuk pemberian 

bantuan pembuatan a k t a notar is koperasi ; dan 

f. me l akukan sosia l isasi , pemantauan, eva luas i , dan 

pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap 

Pemerintah Desa da lam pe laksanaan pembentukan, 

pengelolaan, Pel indungan, dan Pemberdayaan Koperasi . 

B A B I I I 

P E M B E R D A Y A A N K O P E R A S I 

Bag ian Kesa tu 

Pembentukan Koperasi 

Paragraf 1 

Sos ia l isas i dan T a h a p a n Pers iapan 

Pasa l 5 

(1) Perangkat Daerah yang me l aksanakan u r u s a n 

pemerintahan di bidang koperasi me l akukan sos ia l isas i 

intensif program pembentukan Koperasi kepada 

Pemerintah Desa/Ke lu rahan sesua i j adwa l w a k t u yang 

telah ditetapkan oleh kementer ian yang menyelenggarakan 

u r u s a n pemer intahan di bidang koperasi . 

(2) Perangkat Daerah yang me l aksanakan u r u s a n 

pemerintahan di bidang koperasi member ikan 



pendampingan dalam pendir ian Koperas i d i setiap 

Desa / Ke lu rahan . 

(3) Perangkat Daerah yang me laksanakan u r u s a n 

pemerintahan di bidang Koperasi me l akukan pendataan 

dan peni la ian k iner ja pada Koperasi di Desa/Ke lu rahan 

sesuai dengan kondis i k iner ja koperasi dengan tu juan 

u n t u k pembentukan Koperasi . 

(4) Da lam ha l has i l peni la ian k iner ja sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) d inyatakan sehat, Koperasi dapat 

di integrasikan mela lu i pengembangan Koperas i sebagai 

bagian dar i program Koperasi dengan penyesuaian 

anggaran dasar . 

(5) Da lam ha l has i l peni la ian k iner ja sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) d inya takan k u r a n g akt i f a t au lemah, 

koperasi dapat m a s u k da lam s k e m a rev i ta l isas i . 

Paragraf 2 

Model Pembentukan Koperasi 

Pasa l 6 

(1) Model pembentukan Koperasi d idahulu i pe laksanaan 

musyawarah desa k h u s u s a t a u musyawarah ke lu rahan 

k h u s u s dengan memperhat ikan karakter i s t ik 

Desa/Ke lurahan, potensi Desa/Ke lurahan , dan lembaga 

ekonomi yang telah ada di Desa/Ke lurahan . 

(2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d i l akukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, 

ya i tu : 

a . pendir ian Koperasi ba ru ; 

b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, 

d i l aksanakan pada Desa/Ke lurahan yang telah 

memi l ik i Koperasi akt i f dengan k iner ja m in ima l c u k u p 

baik guna meningkatkan kapas i tas dan capa ian 

cakupan u s a h a ; dan 

c. revi ta l isasi Koperasi , d i l aksanakan pada Koperas i 

Desa/Ke lurahan yang sudah ada n a m u n k iner janya 

t idak akt i f/ lemah yang d i l akukan mela lu i 

r es t ruk tur i sas i manajemen dan/atau penggabungan 



Koperasi sesua i dengan ketentuan pera turan 

perundang-undangan di bidang perkoperasian. 

Paragraf 3 

Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi 

Pasa l 7 

(1) Setiap Desa/Ke lurahan yang telah ditargetkan membentuk 

Koperasi , menyelenggarakan musyawarah desa k h u s u s 

u n t u k pembentukan Koperasi a t a u musyawarah 

pembangunan ke lu rahan k h u s u s u n t u k pembentukan 

Koperasi . 

(2) Perangkat Daerah yang me laksanakan u r u s a n 

pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyaraka t desa 

bersama dengan Perangkat Daerah yang me l aksanakan 

u r u s a n pemerintahan di bidang koperasi memfasi l i tasi dan 

mendampingi Pemerintah Desa/Ke lurahan dan B a d a n 

Pemusyawaratan Desa a tau Lembaga Kemasyaraka tan 

Ke lu rahan a tau yang disebut dengan n a m a la in bersama 

u n s u r masyarakat dengan mel ibatkan Perangkat Daerah 

terkait u n t u k menyelenggarakan musyawarah desa 

k h u s u s a t a u musyawarah ke lu rahan k h u s u s sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1); 

(3) Da lam forum musyawarah Desa k h u s u s a tau m u s y a w a r a h 

Ke lu rahan k h u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

disepakati : 

a. pembentukan Koperasi ; 

b. anggaran dasar awal , pal ing sedikit mel iputi nama , 

j en is bidang dan kegiatan u s a h a , modal dasar , 

keanggotaan awal ; dan 

c. pemil ihan calon pengurus dan pengawas Koperasi . 

(4) Has i l musyawarah Desa k h u s u s a tau musyawarah 

Ke lu rahan k h u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

menjadi a cuan pe laksanaan rapat pendir ian Koperasi . 

Paragraf 4 

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta B idang dan 

Kegiatan U s a h a Koperasi 

Pasa l 8 

(1) Pengajuan n a m a Koperasi h a r u s memuat n a m a Desa 

setempat dengan format: 



a. diawal i dengan k a t a " K o p e r a s i " ; 

b. d i lan jutkan dengan f rasa "Desa Merah Pu t ih " a t a u 

"Ke lu rahan Merah Put ih " ; dan 

c. d iakh i r i dengan n a m a desa/kelurahem setempat. 

(2) Da lam h a l terdapat kesamaan n a m a Desa/kelureihan, 

m a k a d i tambahkan n a m a kecamatan/kabupaten/kota . 

Pasa l 9 

(1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang ba ru berdir i dipi l ih 

dari pendiri Koperasi yang d ihas i lkan dar i rapat 

musyawarah desa k h u s u s a tau musyawarah ke lu rahan 

k h u s u s . 

(2) Pengurus Koperasi be rdasarkan pengembangan dan 

revi ta l isasi Koperasi , d i t entukan berdasarkan has i l rapat 

anggota dengan mel ibatkan musyawarah desa k h u s u s 

a tau musyawarah ke lu rahan k h u s u s . 

(3) Ke tua Pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai 

ex-officio. 

(4) Pemi l ihan Pengurus dan Pengawas Koperasi t idak memi l ik i 

hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda 

sampai derajat kesa tu dan sesua i dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1) Pembentukan Koperasi dapat me l akukan u s a h a a t a u 

kegiatan berupa: 

a . gerai penyediaan sembeiko; 

b. gerai penyediaan obat m u r a h ; 

c. penyediaan kantor Koperasi ; 

d. un i t s impan pinjam Koperasi ; 

e. gerai k l in ik desa; 

f. penyediaan cold storage/cold cha in a tau gudang; 

g. logist ik/distr ibusi ; dan/atau 

h . Ia in- la in sesua i penugasan dan kebutuhan u s a h a , 

kear i fan lokal , k ebu tuhan masyaraka t desa setempat 

ser ta karakter i s t ik wi layah. 



(2) Koperasi dapat beker jasama dengan Perangkat Daerah 

terkait sesuai j en is u s a h a Koperasi sebagaimana d imaksud 

pada ayat 1 h u r u f e yang di a tur da lam perjanj ian ker ja 

sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 11 

Pembentukan Koperasi sebagaimana d i m a k s u d da lam PasaJ 5 

sampai dengan Pasa l 10 d i l aksanakan sesua i dengan norma, 

standar, prosedur, dan kr i ter ia pembentukan Koperasi yang di 

tetapkan oleh pemerintah pusat . 

Bag ian Kedua 

Pr ins ip , Aspek Kebi jakan, Per iz inan, dan Pengelolaan U s a h a 

Paragraf I 

U m u m 

Pasa l 12 

Koperasi me l aksanakan pr insip, bentuk kelembagaan, 

periz inan, dan pengelolaem u s a h a sesua i dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 

Aspek Kebi jakan 

Pasa l 13 

(1) Da lam me lakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah 

Daerah menetapkan kebi jakan pada aspek pal ing sedikit: 

a. kelembagaan; 

b. produksi ; 

c. pemasaran; 

d. keuangan; dem 

e. inovasi dan teknologi. 

(2) Kebi jakan pada aspek kelembagaan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a paling sedikit d i tu jukan 

u n t u k meningkatkan: 

a. kua l i tas part is ipasi anggota; 

b. kapas i tas dan kompetensi sumber daya m a n u s i a 

pengurus, pengawas, dan pengelola; 



c. kemampuan manajer ia l dan ta ta kelola Koperasi ; dan 

d. kapas i tas anggota Koperasi sebagai w i r a u s a h a 

Koperas i/wira Koperasi mela lu i I nkubas i . 

(3) Kebi jakan pada aspek produks i sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f b pal ing sedikit d i tu jukan u n t u k : 

a. meningkatkan teknik produks i dan pengolahan ser ta 

kemampuan manajemen bagi Koperasi ; 

b. member ikan kemudahan da lam pengadaan s a r a n a dan 

prasarana , produksi dan pengolahan, bahan b a k u , 

bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi ; 

c. mendorong penerapan standairdisasi da lam proses 

produksi dan pengolahan; dan 

d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan 

perekayasaan bagi produk anggota Koperasi . 

(4) Kebi jakan pada aspek pemasaran sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f c pal ing sedikit d i tu jukan u n t u k : 

a . m e n u m b u h k a n loyalitas anggota Koperasi da lam 

pemanfaatan layanan Koperasi ; 

b. mengembangkan potensi pasar sela in anggota u n t u k 

pengembangan u s a h a dan/a tau kelebihan kemampuan 

pelayanan Koperasi kepada masyaraka t b u k a n anggota; 

c. pengembangan ja r ingan u s a h a Koperasi dan ker ja s a m a 

yang sa l ing menguntungkan antar-Koperas i dan an ta ra 

Koperasi dengan p ihak la in ; 

d. mendorong produk Koperasi u n t u k memi l ik i h a k paten 

dan merek sehingga mempunya i daya saing di pasar 

domestik dan pasar mancanegara; dan 

e. me l akukan k u r a s i produk unggulan daerah yang 

memi l ik i potensi sebagai wara laba . 

(5) Keb i jakan pada aspek keuangan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f d pal ing sedikit d i tu jukan u n t u k : 

a . meningkatkan part is ipas i modal anggota Koperas i 

mela lu i pemupukan modal yang berasal dar i : 

1. h ibah; 

2. penyetaraan s impanan anggota; dan/a tau 

3. sumber l a in yang s a h dan t idak mengikat sesued 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber 

pembiayaan dalam j u m l a h , bunga a tau imbal j a s a , dan 

tenggat w a k t u tertentu yang berasal d a r i : 

1. anggota; 

2. non-£inggota; 

3. Koperasi l a in ; 

4. bank dan indus t r i keuangan nonbank; dan/a tau 

5. sumber la in yang s a h dan tidak mengikat sesua i 

dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(6) Keb i jakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f e pal ing sedikit d i tu jukan 

un tuk : 

a . meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan 

u s a h a Koperasi , ke inovasian, dan transformasi digital; 

b. mendorong peningkatan k emampuan inovasi Koperas i 

u n t u k meningkatkan efisiensi ker ja dan daya sa ing 

Koperasi ; 

c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan 

komun ikas i da lam kegiatan operasional u s a h a dan 

layanan koperasi, serta da lam bidang desain dan 

pengendalian m u t u ; 

d. mendorong Koperasi da lam menjaga keamanan data 

dan informasi digital sesua i ketentuan pera turan 

perundang-undangan; 

e. mendorong peningkatan ker ja s a m a dan a l ih teknologi; 

f. member ikan insenti f kepada Koperasi yang 

mengembangkan teknologi r amah l ingkungan; dan 

g. pengembangan w i r a u s a h a Koperasi mela lu i i nkubas i . 

Paragraf 3 

Per iz inan 

Pasa l 14 

(1) Per iz inan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 12 mel iput i : 

a . Persyaratan dasar per iz inan berusaha ; dan/a tau 

b. Periz inan berusaha berbasis r is iko. 



(2) Per iz inan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l aksanakan sesua i dengan ketentuan pera turan 

perundang-undangan. 

B A B IV 

Pembentukan S a t u a n Tugas 

Pasa l 15 

(3) Da l am h a l percepatan pembentukan dan penyelenggaraan 

Koperasi , d ibentuk sa tuan tugas dengan s u s u n a n sebagai 

ber ikut: 

a. k e tua : Bupat i/Wal ikota ; 

b. wak i l ke tua : Sekretar is Daerah; 

c. sekretar is : Kepa la Perangkat Daerah yang 

me l aksanakan u r u s a n pemer intahan di 

bidang koperasi ; dan 

d. anggota : Kepa la Perangkat Daerah terkai t 

(sesuai kebu tuhan daerah masing-

masing). 

(4) S a t u a n tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

memi l ik i tugas an ta ra la in : 

a . mendorong peningkatan koordinasi dengan ins tans i 

ver t ika l dan/a tau pemerintah daerah; 

b. memetakan potensi desa/ke lurahan u n t u k percepatan 

pembentukan Koperasi Desa/Ke lurahan ; dan 

c. me l akukan pendampingan kepada Koperas i dar i aspek 

kelembagaan, u s a h a dan penguatan sumber daya 

m a n u s i a u n t u k mendukung keberhas i lan program 

pembentukan dan pengelolaan Koperasi ; dan 

d. s a tuan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan kepu tusan Bupa t i . 

B A B Y 

PEL INDUNGAN K O P E R A S I 

Pasa l 16 

(1) Da l am rangka pemberian Pel indungan kepada Koperasi , 

Pemerintah Daerah : 



a . menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang h a n y a 

boleh d iusahakan Koperasi ; dan 

b. menetapkan bidang dan sektor u s a h a d i sua tu w i layah 

yang telah berhasi l d iusahakan oleh Koperasi u n t u k 

t idak d iusahakan oleh badan u s a h a la innya . 

(2) Selain Pel indungan terhadap Koperasi sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat 

me lakukan pemul ihan u s a h a Koperasi da lam kondis i 

darurat tertentu m e l a l u i : 

a . r es t ruk tur i sas i kredit; 

b. r ekons t ruks i u s a h a ; 

c. bantuan modal; dan/a tau 

d. bantuan bentuk la in . 

(3) Pel indungan Koperasi sebagaimana d imaksud pada ayat 

( I ) dapat d i l a k u k a n dengan meng ikutser takan lembaga 

gerakan Koperasi , D u n i a Usaha , dan/a tau masyaraka t 

dengan memperhat ikan u n s u r persaingan u s a h a yang 

sehat. 

Pasal 17 

(1) Program kemudahan , Pel indungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 12, Pasa l 13 

dan Pasa l 15 d i l aksanakan oleh Perangkat Daerah secara 

terpadu sesua i kewenangannya. 

(2) Perangkat daerah yang me laksanakan u r u s a n 

pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang 

me laksanakan u r u s a n pemerintahan bidang 

Pemberdayaan masyaraka t desa menyusun rencana 

tahunan ; dan 

(3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesua i kewenangannya 

menyediakan alokasi anggaran program kemudahan , 

Pel indungan, dan Pemberdayaan u s a h a Koperasi . 

B A B V I 

PEMANTAUAN, E V A L U A S I DAN PELAPORAN 

Pasa l 18 

(1) Perangkat Daerah yang me laksanakan u r u s a n 

pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang 



melaksanakan u r u s a n pemerintahan bidang 

Pemberdayaan masyaraka t desa me lakukan pemantauan 

dan evaluasi secara berka la terhadap penyelenggaraan 

Koperasi setiap 6 (ensim) bu lan sekal i . 

(2) E v a l u a s i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mencakup 

aspek: 

a. j u m l a h Koperasi yang telah terbentuk; 

b. t ingkat part is ipasi anggota; 

c. volume u s a h a Koperasi ; 

d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan 

e. kendala yang dihadapi. 

(3) Bupa t i melaporkan has i l eva luasi berka la sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) kepada Gubernur . 

(4) Pemerintah Daerah melaporkan has i l pe laksanaan 

program kemudahan , Pel indungan, dan Pemberdayaan 

u s a h a Koperasi yang dibiayai mela lui dana a lokasi k h u s u s 

dan/a tau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah pusat . 

B A B V I I 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa l 19 

(1) B u p a t i me l aksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pe laksanaan Pemberdayaan dan Pel indungan 

Koperasi . 

(2) U n t u k penguatan akuntab i l i tas pengelolaan Koperasi , 

dapat d i l a k u k a n audit oleh ins tans i yang berwenang d i 

Daerah . 

(3) Perangkat Daerah yang me l aksanakan u r u s a n 

pemerintahan di bidang Koperas i bertanggung j awab 

memonitor perkembangan Koperasi dan member ikan 

pembinaan berke lanjutan. 

(4) Bupa t i mendorong pe laksanaan mekanisme pengawasan 

part is ipat i f akt i f oleh anggota Koperasi u n t u k mengawasi 

k iner ja pengurus Koperasi . 

B A B V I I I 

PENDANAAN 

Pasa l 20 

Pendanaan pe laksanaan Pemberdayaan dan Pe l indungan 

Koperasi dapat bersumber dar i : 



a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan 

b. Sumber la in yang s a h dan t idak mengikat sesua i 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B A B V I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 2 1 

Pera turan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal 

d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya 

da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Dompu. 

D iundangkan di Dompu 

pada tanggal ^ A^(jc4uS Po^t 

S E K R E T A R I S D A E R A H I K A B U P A T E N D O M P U , 

G A T O T G U N A W A N 4 » E R A N T A U A N P U T R A 

Ditetapkan di Dompu 

pada tanggal \ /\^US"'tus 2D:^ 

B U P A T I DOMPU, 

4 ^ t / V 

B A M B A N G FIRDAUS 
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